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TUJUAN PUSTAKA

A. Peneltian Terdahulu
	Dalam beberapa uraian dibawah ini disajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian ini:



1) [bookmark: _Hlk227422399]Merry Agustin,2021 judul "Partiipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui MUSRENBANGDES". Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut terdapat bahwa warga Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah memberikan partisipasinya dan dukunan dalam pembangunan Jalan Poros Desa (JAPORDES). Warga Desa Tunggungjagir bersedia memberikan partisipasinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan kehdairan masyarakat dalam menghadiri musyawarah yang diselenggarakan oleh Aparat Pemerintah Desa Tunggungjagir, partisipasi dalam perencnaan diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, bahan (material), partisipasi dalam kemanfaatan diwujudkan dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan, dan partisipasi evaluasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah bentuk dalam perencanaan pembangunan untuk perbaikan 
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Japordes. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan Japordes. Mastarakat Desa Tunggungjagir sangat aktif dalam memberikan berupa tenaga. Keaktifan masyarakat tersebut dinilai dengan memberikan ongkos kerja.b. Partisiapsi masyarakat Desa Tunggungjgir dalam bentuk uang, Masyarakat Desa Tunggungjagir berpartisipasi menyumbangkan tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam bentuk tenaga. Partisipasi ini dilakukan masyarakat Desa Tunggungjagir dengan sukarela. Dana tersebut digunakan untuk operasional dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala di Desa Tungungjagir.c. Partisipasi masyarakat Desa Tunggungjagir dalam bentuk bahan (material), masyarakat Desa Tunggungjagir berpartisipasi menyumbangkan bahan ini dalam bentuk sumbangan berupa pasir dan batu serta makanan yang diberikan kepada para pekerja secara sukarela berdasarkan kemampuan. Sumbangan tersebut diberikan oleh masyarakat atas dasar rasa kekeluargaan dan gotong royong dalam pembangunan Japordes. 3. Partisipasi masyarakat Desa Tunggungjagir pada tahap pemanfaatan dalam tahap ini pada pembangunan Japordes adalah baik. Masyarakat Desa Tunggungjagir berupaya menjaga agar manfaat dari adanya Jalan Desa Tunggungjagir ini dapat dirasakan untuk bersama. Dalam mewujudkan hal itu masyarakat Desa Tunggungjagir berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan untuk menjaga dari kerusakan dan kerja bakti memelihara jalan Desa Tunggungjagir. 4. Partisipasi masyarakat desa Tunggungjagir pada tahap evaluasi, dalam tahap ini pembangunan Japordes di Desa Tunggungjagir adalah baik. Masyarakat Desa Rapat Evaluasi Pembangunan Tunggungagir berpartisipasi dalam Japordes di Desa Tunngungjagir secara aktif. Melalui perwakilan yang tela di tunjuk masyarakat Desa Tunggungjagir berupaya untuk memberikan kritik dan saran mereka dalam Pembangunan Japordes.
2) [bookmark: _Hlk226395650]Samsul fuaddi & Abdul khamid, jurnal Universitas Muhadi Setiabudi, Vol. 1 No. 02 (2020): September, Dengan judul “Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dl Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui infrastruktur Jalan Usaha Tani yang sebaiknya dibangun di Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani merupakan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat deşa sebagai prioritas utama pembangunan untuk mendukung mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Cikakak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling., informan dalam penelitian ini yakni kepala desa, sekretaris desa, kema BPD, kasi pembangunan, dan 20 orang masyarakat desa Cikakak. Hasil penelitian ini bahwa perencanaan pembangunan infraslruktur Jalan Usaha Tani diyakini akan membawa cukup banyak perubahan dalam perekonomian masyarakat Desa Cikakak terutama pada akses transportasi sector pertanian yang lancar mdan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat meskipun belum maksimal sepenuhnya. Dengan perawatan infrastruktur Jalan Usaha Tani. Pemerintah deşa selaku penyelenggara pembangunan seharusnya melakukan penyuluhan tentang pentingnya Jalan Usaha Tani dan pemberitahuan yang lebih merata untuk melakukan gotong royong perawatan Jalan Usaha Tani untuk tetap menjaga kestabilan kehidupan masyarakat di bidang sosial setelah adanya pembangıınan infrastrukturjalan usaha tani.
3) [bookmark: _Hlk226396262][bookmark: _Hlk220245242]Ajat sudrajat, Prodi ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA, jurnal Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022, judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Barat” Hasil menunjukkan bahwa partisipasi dalam pembangunan masih menemui hambatan seperti kehadiran masyarakat yang rendah di rapat, gotong-royong yang belum rutin, meskipun masyarakat tahu bahwa jalan itu untuk kepentingan mereka. Gap: belum fokus hanya pada jalan usaha tani dan belum mengukur variabel partisipasi secara statistik yang kompleks.
4) Hairul Anwar Nasution, M. Jufri, Dian Hendrawan, vol 8, No 1 ( 2020 ) > Nasution, judul “Partisipasi masyarakat tani kelapa sawit dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Parmainan, Kecamatan Hutaraja Tinggi” Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal Ini dapat diwujudkan melalui perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada, dimana infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti halnya sarana jalan keberadaannya merupakan modernisasi bangsa yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah pentingnya infrastruktur jalan ini juga dapat berperan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat dalam beraktivitas.
5) Muhammad Syairuji, Safrul Rijali, Vol. 6 No. 2 ( 2023 ) judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong” Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Dilihat Dari Partisipasi Tenaga di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.




[bookmark: _Hlk227570036]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk227570158]No
	Nama
	Judul
	Perbedaan & Persamaan

	1. 
	Merry Agustin
	"Partiipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui MUSRENBANGDES”
	Perbedaaan dengan penelitian saya terletak pada Lokasi penelitian, focus, kajian dan penelitian. Jika penelitian Merry Agustin menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam  forum Musrenbangdes. Sedangkan penelitian saya Implementasi & Fisik. Menitikberatkan pada keterlibatan nyata dalam pembangunan fisik jalan pertanian. Persamaan sama-sama mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik dari segi bentuk, tingkat, maupun faktor yang memengaruhinya, meskipun berbeda pada objek dan tahapan pembangunan.

	2. 
	Samsul fuaddi & Abdul khamid
	“Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dl Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo”
	Perbedaan penelitian Samsul fuaddi & Abdul khamid, pada Perencanaan (Planning). Membahas teknis awal, survei lokasi, dan desain. Sedangkan penelitian saya Partisipasi (Participation). Membahas keterlibatan manusia/masyarakatnya.

	3. 
	Ajat sudrajat
	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Barat”
	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat terkait fokus kajian pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa. Persamaan terletak pada variabel yang diteliti, yaitu keterlibatan aktif warga mulai dari tahap pembangunan hingga Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mngetahui faktor-faktor yang memengaruhi semangat swadaya masyarakat dalam mendukung program pembangunan di wilayah perdesaan."

	4. 
	Hairul Anwar Nasution, M. Jufri, Dian Hendrawan
	“Partisipasi masyarakat tani kelapa sawit dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Parmainan, Kecamatan Hutaraja Tinggi”
	Perbedaan penelitian ini Cenderung melibatkan kemitraan atau perusahaan (karena industri sawit biasanya bersinggungan dengan perusahaan/PKS). Sedangkan penelitian saya Murni Swadaya/Dana Desa. Partisipasi lebih bersifat akar rumput (gotong royong warga lokal).

	5.
	Muhammad Syairuji, Safrul Rijali,
	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”
	Penelitian yang dilakukan oleh Syairuji dan Rijali memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian ini, terutama pada fokus penelitian yang sama-sama berada di wilayah Kabupaten Tabalong. Persamaan lainnya terletak pada fokus objek yaitu Jalan Usaha Tani (JUT), di mana kedua penelitian ini mengkaji bagaimana dinamika partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian. Penelitian tersebut menjadi acuan penting bagi peneliti dalam memahami karakteristik partisipasi masyarakat di lingkup geografis yang serupa.


	Penelitian terdahulu yang membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan usaha tani umumnya menyoroti aspek-aspek tertentu seperti tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Misalnya, beberapa penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah atau kurang maksimal, dengan hambatan berupa minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ikut berpartisipasi. 	Faktor-faktor penghambat seperti kesibukan masyarakat dan kurangnya sosialisasi juga sering disebut sebagai penghambat utama partisipasi. Selain itu, penelitian terdahulu juga banyak memberikan gambaran bahwa partisipasi tenaga masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan gotong royong cukup baik, namun kontribusi material cenderung rendah karena dianggap sudah menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak desa.
	Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini yang berfokus pada "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani" ini berupaya mengkaji secara menyeluruh dimensi partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan secara kontekstual di lokasi studi ini. Penelitian ini juga menekankan pada dinamika interaksi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah atau aparatur desa dalam mendorong keberhasilan pembangunan jalan usaha tani. Hal ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan up to date tentang bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pengelolaan dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
B. Landasan teori
1. Administrasi Negara 
	Administrasi negara secara umun adalah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, administrasi negara mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam melayani kepentingan publik.
	Jadi, administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan birokrasi pemerintah, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan publik dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk kesejahteraan masyarakat.
	Menurut George J.Gordon (dalam Syafiie, 2020), mengatakan bahwa Administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.
	Chandler & Plano (dalam Pasalong Harbani, 2017), menjelaskan bahwa Administrasi Negara merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” danmelaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Negara sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.
	Siagian 1996 (dalam Ibrahim Amin, 2008), menjelaskan bahwa Administrasi Negara ialah keseluruhan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.
	Berdasarkan berbagai definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara merupakan keseluruhan proses, kegiatan, dan upaya yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, baik secara individu maupun organisasi, dalam rangka melaksanakan hukum, peraturan, dan kebijakan publik guna mencapai tujuan negara. Administrasi Negara tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai disiplin ilmu dan praktik yang memadukan seni dan ilmu dalam pengelolaan urusan publik. Fokus utama Administrasi Negara terletak pada pengaturan organisasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan negara secara efektif dan efisien, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Paradigma Administrasi Negara 
	Perkembangan Administrasi Negara dapat diuraikan dalam empat perkembangan paradigma utama: Old Public Administration (OPA), New Public Administration (NPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). Pertama, Old Public Administration (OPA), yang berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, memiliki ciri khas utama pada penguatan karakteristiknya sebagai ilmu yang terpisah dari politik (dikotomi politik-administrasi) dan condong pada manajemen ilmiah/klasik. Kelemahannya yang mencolok adalah bahwa Administrasi Negara tidak banyak berperan dalam perumusan kebijakan publik dan cenderung kaku (birokratis). Kedua, setelah masa OPA, muncul New Public Administration (NPA) pada tahun 1960-an sebagai kritik yang menekankan perlunya Administrasi Negara lebih relevan, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai sosial, khususnya keadilan sosial; namun, NPA sering dikritik karena kurangnya fokus pada metode dan proses implementasi yang jelas,  sehingga dianggap lebih bersifat filosofis. Ketiga, Paradigma New Public Management (NPM), yang berkembang pesat sejak tahun 1980-an, pada dasarnya mengkritisi peran negara yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien, dengan ciri khasnya adalah mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas melalui konsep menjalankan pemerintahan seperti bisnis (run government like a business); kelemahan utama NPM adalah fokusnya yang berlebihan pada efisiensi ekonomi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik yang lebih luas. Terakhir, sebagai respons terhadap kelemahan NPM, muncul New Public Service (NPS) pada tahun 1990-an yang memiliki cirikhas menekankan pentingnya peran administrator publik sebagai pelayan warga negara (serve citizens, not customers) yang berpegangan pada teori demokrasi namun, NPS terkadang dianggap kurang praktis dalam
penerapannya karena konsepnya yang idealis tentang kepentingan public sebagai hasil dialog.
1. Kebijakan Publik
	Kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu bagi kesejahteraan masyarakat. pembangunan infrastruktur jalan usaha tani merupakan implementasi kebijakan publik di sektor pertanian dan pembangunan pedesaan, yang bertujuan:
1) meningkatkan aksesibilitas petani terhadap lahan dan pasar,
2) memperlancar distribusi input dan hasil pertanian,
3) serta mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
	Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat publik untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tata laku dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan pada kepentingan atau kesejahteraan publik. Secara sederhana, kebijakan publik dapat diartikan sebagai apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam merespons berbagai isu sosial yang ada.
	Kebijakan publik biasanya meliputi berbagai tahapan mulai dari identifikasi isu, perumusan dan pengembangan proposal kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil kebijakan tersebut. Kebijakan ini bersifat legitimasi karena merupakan wujud kewenangan pemerintah yang dijalankan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan dunia usaha demi kepentingan bersama.
	Para ahli seperti Anderson menyebut kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya, sementara Gerston melihatnya sebagai upaya pemerintah dalam memecahkan masalah publik pada setiap tingkatan pemerintahan. Jadi, kebijakan publik adalah instrumen penting yang mengatur tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.
1. Partisipasi Masyarakat 
	Konsep partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses yang berkaitan dengan pembangunan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok atau masyarakat. Ini melibatkan pengenalan masalah dan potensi yang ada, pemilihan serta pengambilan keputusan solusi, pelaksanaan tindakan untuk menyelesaikan masalah, dan keterlibatan dalam evaluasi perubahan yang terjadi
	Partisipasi masyarakat juga erat kaitannya dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam proses demokrasi dan pembangunan secara umum. Partisipasi ini dapat bersifat proaktif dan reaktif, dan melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program atau proyek pembangunan.
2. Jalan Usaha Tani 
	Jalan usaha tani adalah prasarana transportasi yang dibangun khusus pada kawasan pertanian dengan tujuan untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi ke lahan pertanian, serta pengangkutan hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, pengolahan, atau pasar. Jalan usaha tani biasanya menghubungkan lahan pertanian dengan jalan raya utama atau dengan sumber daya pertanian seperti irigasi dan input pertanian lainnya.
	Jalan usaha tani di buat supaya para petani tidak sengsara atau ke susahan membawa hasil tani dijalur transportasi, pembuatan jalan usaha tani ini di buat dengan lebar yang pas biasanya 2 sampai 3 meter, tidak  hanya muat sepeda motor roda dua tapii juga supaya muat motor roda tiga (tossa),pikap atau traktor, agar lebih mempermudah mudah bagi para petani yang ingin membawa hasil taninya sekaligus atau sekali banyak.
	 Fungsi utama dari jalan usaha tani adalah memudahkan aksesibilitas ke lahan pertanian, mempercepat transportasi hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta masyarakat sekitar. Sebagian besar jalan usaha tani masih berupa jalan tanah atau berlapis kerikil, meskipun ada yang sudah beraspal. Di Indonesia, pembangunan dan pembinaan jalan usaha tani menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3. Pembangunan 
	Menurut Fakih (2001: 10), bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang dimaksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.
	Menurut Galtung (dalam Trijono 2007: 3), bahwa pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbuilkan kerusakan, baik terhadap kehidupan social maupun lingkungan alam.
	Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001 132), pembangunan adalah suatu proses perubahan social dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan social dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. 
	Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujub dengan melibatkan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasikan hasilnya.
4. Infrastruktur 
	Menurut Girigg (dalam Kodoatie, 2005), infrastruktur merujuk pada sytem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan- bangunan gedung, dan fasilitas public yang lain dan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi. Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dan lain-lain.
	Menurut Kodoatie (2005), Infrastruktur merupakan system yang dapat mendukung system social dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung system lingkungan, yang mana system ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur
	Menurut Tjokromidojo dalam Syaiful (2006) ada tiga elemen yang mendapat perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu :
a. Masalah Kepemimpinan, Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legialitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi.
a. Masalah Komunikasi. Gagasan-gagasan mengenai kebijakan dan rencana hanya akan dapat dukung, bila diketahui dan dimengerti. Sebab hal tersebut mencerminkan sebagai atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat.
	Selain faktor pendorong ada pula faktor yang menjadi penghambat bagi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam suatu kegiatan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh plumer (dalam Suryawan 2004) adalah sebagai berikut:
1) Pengetahuan dan keahlian, dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap factor-faktor dan bentuk dari partisipasi yang ada.
2) Pekerjaan Masyarakat, Biasanya orang dengan tingkah tertentu akan dapat lebih meluangkan atau sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alas an yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi. ingkat Pendidikan, Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.



C. Kerangka TeoriUNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG DESA 



Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2018 tentang DAK FISIK


Partisipasi Masyarakat menurut Teori Cohen dan Uphoff
 ( 1980 ) 
1. Pengambilan Keputusan
2. Pelaksanaan
3. Pemanfaatan Hasil
4. Evaluasi






Pembangunan jalan usaha tani :
1. pembersihan lahan
2. pengerukan
3. pengerasan



Untuk meningkatkan aksibilitas dan aktivitas antara daerah pertanian untuk mewujudkan kualitas hidup Masyarakat sekitar
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Sumber: Diolah Peneli.
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